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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah
Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah
longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan yang dapat
mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata
kehidupan masyarakat, maka pengelolaan daya dukung
Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan;

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai, Penyusunan Rencana Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dalam wilayah Provinsi dan/atau
lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi
Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5608);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6870);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negarha Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5957);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda
Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH

ALIRAN SUNGALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan

Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang
berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di
darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya
melalui anak sungai ke sungai utama bagian DAS yang menerima air hujan
dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.

Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya di dalam DAS yang dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi.
Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan
pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal
balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala
aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta
meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara
berkelanjutan.

Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestraian

dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam
bagi manusia dan mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
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DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta
kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air
dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan
serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi
bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana
mestinya.

Rencana Pengelolaan DAS adalah rencana strategis jangka Panjang dengan
jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang bersifat umum dengan batas
ekosistem DAS, satuan wilayah pengelolaan DAS, atau pulau-pulau kecil
secara utuh.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,
sumberdaya buatan dan nilai Sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
Pembangunan berkelanjutan.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang
peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang atau kebun bagi
Masyarakat.

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan
pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam
satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya
kurang dari atau sama dengan 2.000 Km? (dua ribu kilometer persegi).

Daerah tangkapan air danau adalah luas lahan yang mengelilingi danau dan
dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah
aliran air.

.Sempadan sungai, danau dan mata air adalah luasan lahan di kiri kanan

sungai atau mengelilingi danau dan mata air, berjarak tertentu dari tepi
palung sungai, badan air danau dan mata air yang berfungsi sebagai Kawasan
pelindung palung sungai, badan air danau dan mata air tersebut.

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara
alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.

Konservasi tanah dan air adalah wupaya perlindungan, pemulihan,
peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan
kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga
lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan
peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha, baik
perseorangan maupun Badan Usaha yang melakukan usaha dan/ atau
kegiatan pada bidang tertentu untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS
adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.



27 .Konsultasi Publik adalah proses akomodasi aspirasi para pihak yang
berkepentingan dalam pengelolaan DAS melalui dialog dan musyawarah dalam
upaya mencapai permufakatan dalam pengambilan keputusan.

28.Pihak terkait atau berkepentingan (stakeholders) adalah seluruh masyarakat
yang terlibat dalam pengelolaan DAS baik sebagai perseorangan, kelompok
orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu
lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

29.Keterlibatan pihak berkepentingan adalah peran, tugas, hak dan kewajiban
pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam
mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral dalam DAS.

30.Tujuan pengelolaan suatu DAS adalah tujuan jangka waktu tertentu
multipihak dalam pengelolaan sumberdaya DAS dalam mencapai terwujudnya
kelestarian hutan dan lahan serta pasokan air (jumlah, kualitas, dan
distribusi) yang memadai untuk berbagai keperluan secara terus menerus,
yang mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.

31.Tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral adalah tujuan pengelolaan
sumberdaya sektoral dalam mencapai tujuan pengelolaan DAS.

32.Strategi Pencapaian Tujuan Sektoral adalah kebijakan, program dan kegiatan
sektor yang diperlukan dalam mencapai tujuan sektoral.

33.Kriteria dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Strategi adalah ukuran
keberhasilan pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan yang dimaksud.

34.Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah peran, tugas, hak dan
kewajiban pihak-pihak terkait dalam monitoring, evaluasi, terhadap capaian
Kriteria dan Indikator Kinerja serta pelaporan hasil.

35.Sumber dan Mekanisme Pendanaan Pengelolaan DAS adalah dana yang
dimiliki dan yang mungkin diusahakan untuk diperoleh dan disediakan oleh
pihak-pihak berkepentingan dan pihak-pihak lainnya dan pengaturan
penggunaan dana tersebut untuk pengelolaan DAS, baik untuk digunakan
oleh pihak yang bersangkutan dengan peran, dan tugasnya dalam
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan sektoral atau pihak lain dalam
strategi sektoral yang sama maupun sektor yang berbeda.

36.0rang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
pemangku kepentingan di Daerah dalam pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara
utuh yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai
pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka
meningkatkan Daya Dukung DAS;

b. mewujudkan dan memelihara kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi
jumlah, kualitas dan distribusinya;

c. mewujudkan dan memelihara kondisi lahan yang produktif sesuai daya
dukung dan daya tampung wilayah DAS;

d. mewujudkan dan memelihara kelestarian ekosistem DAS yang berkelanjutan;
dan

e. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan DAS dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:

TOBEIATIFR MO A0 TP

(1)

wilayah Pengelolaan DAS;

perencanaan,;

pelaksanaan Pengelolaan DAS;

pengelolaan danau;

kelembagaan;

sistem informasi Pengelolaan DAS;

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan;
peran serta masyarakat, dunia usaha dan akademisi;
pemberdayaan masyarakat;

hak dan kewajiban;

pendanaan;

insentif;

. monitoring dan evaluasi;

penyelesaian sengketa/perselisihan;
sanksi administratif; dan
pembinaan dan pengawasan.

BAB II
WILAYAH PENGELOLAAN DAS

Pasal 5

Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
a. DAS dalam wilayah Provinsi; dan
b. DAS lintas Kabupaten/Kota.

Daftar DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Wilayah cakupan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk yang masih belum memiliki nama dan berada di dalam wilayah
Provinsi.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

Pengelolaan DAS harus tersusun dalam suatu perencanaan.

Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan:

a. sifat DAS sebagai sistem hidrologi;

b. sistem drainase buatan yang menjadikan satu atau lebih DAS menjadi satu
kesatuan sistem air;

c. kebutuhan masyarakat suatu DAS terhadap DAS lainnya menjadikan satu
atau lebih DAS menjadi kesatuan sistem air; dan/atau

d. efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

Perencanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
secara partisipatif dari pihak terkait dengan pendekatan interdisipliner
berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan biofisik, sosial, ekonomi, dan
kelembagaan DAS, adaptif terhadap perubahan, dan mengacu pada Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota.



(4)

(4)

Penyusunan rencana Pengelolaan DAS mencakup:
a. inventarisasi karakteristik DAS;

. identifikasi permasalahan dan stakeholders;

. perumusan tujuan dan sasaran;

. kebijakan dan program,;

b

C

d

e. kelembagaan;
f. sistem monitoring dan evaluasi;

g. mekanisme insentif dan disinsentif; dan
h.

jumlah dan sumber dana.

Pasal 7

Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS selama 15 (lima belas) tahun dan
dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Rencana Pengelolaan DAS disusun oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dengan
melibatkan Perangkat Daerah terkait lain yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan sumberdaya air, atau melalui
penyedia jasa konsultansi.

Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana
Pengelolaan DAS harus bersifat SMART, yaitu:

a. khas/khusus (Specific);

b. dapat diukur dengan mudah (Measurable);

c. dapat dicapai (Achievable), realistis (Realistic; dan

d. berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS
diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 8

Pelaksanaan Pengelolaan DAS mencakup kegiatan:

a.
b.
C.

(1)

pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;

rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan

konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu sampai
hilir.

Pasal 9

Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang
wilayah Kabupaten/Kota, dan pola pengelolaan sumber daya air di daerah.

Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah
administrasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 10

Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang
telah ditetapkan.



(2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

(3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan
kawasan khusus.

Pasal 11

DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf a meliputi kegiatan:

a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;

b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka
pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas,
kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;

c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman
hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan
reklamasi lahan;

d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan
DAS; dan

e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah
administrasi.

Pasal 12

DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS
secara berkelanjutan;

b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi
tanah dan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan
distribusi air;

c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan
wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi,
keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan

d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah
administrasi.

Pasal 13

(1) Pengelolaan DAS pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (3) meliputi:
a. areal perizinan berusaha;
b. areal sempadan sungai, mata air dan danau;
c. areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah
banyak;
d. kawasan gambut;
e. areal kawasan karst; dan
f. areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai kearifan lokal.
(2) Pengelolaan DAS pada areal perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:

a. kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dalam hal menekan laju
erosi, sedimentasi dan menghindari bahaya banjir serta tanah longsor;
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(5)

(6)
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b. upaya pemanenan air hujan dan pembangunan sumur resapan;

0

. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;

d. tidak menyebabkan penyempitan badan sungai dan meminimalisir kerusakan
sempadan sungai,

e. tidak mengubah arah aliran sungai;

™

mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk
bangunan-bangunan pengairan, dan bangunan-bangunan umum lainnya
yang ada disekitarnya;

g. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan

h. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan DAS pada areal sempadan sungai, danau dan mata air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

a. mengarahkan bangunan menghadap ke sungai terutama di Kawasan
perkotaan dengan menyesuaikan orientasi pembangunan masing-masing
kota;

b. mencegah penambahan bangunan baru;

c. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi
sempadan atau merusak kualitas badan air;

d. mencegah pembuangan limbah secara langsung ke badan air, baik limbah
padat maupun cair;

e. melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen
maupun tanaman hias; dan

f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan DAS pada areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air

dalam jumlah banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui
kegiatan sebagai berikut:

a. Mengutamakan pengambilan air permukaan dan pemanenan air hujan
sebagai air baku;

b. menekan pengambilan air tanah melalui pembangunan instalasi
pengolahan air limbah;

c. membuat bangunan resapan air sesuai dengan kapasitas ruang terbuka
yang ada;

d. melakukan penanaman pada daerah hulu DAS; dan

e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan DAS pada kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi gambut;

b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis
spesifik ekosistem gambut;

mengembangkan pemanfaatan Kawasan dan jasa lingkungan;
pendidikan dan penelitian;
mengendalikan eksploitasi ekosistem karst; dan

=0 a0

mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan DAS pada areal kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi:
a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi karst;

b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis
spesifik ekosistem karst;

c. mengembangkan pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan;
d. pendidikan dan penelitian;
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e. mengendalikan eksploitasi ekosistem karst; dan
f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengelolaan DAS pada areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai
luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. menjaga kelestarian kondisi tapak; dan
b. mencegah aktifitas yang berpotensi merusak tata nilai dan kondisi tapak.

Pasal 14

Pelaksanaan pengelolaan DAS harus memenuhi:
a. kriteria teknis;

b. persyaratan kelestarian DAS; dan

c. morfologi DAS.

Pasal 15

Kriteria teknis, persyaratan kelestarian DAS dan morfologi DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan
hidup.

Pasal 16

Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi
dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan
ruang, sumberdaya air, pertanian, perumahan, dan kehutanan, serta didukung
oleh Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan, sumberdaya air dan para pihak terkait lainnya.

BAB V
PENGELOLAAN DANAU

Pasal 17

(1) Danau merupakan bagian dari DAS.

(2) Pengelolaan danau terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan, perlindungan dan

pelestarian danau.

(3) Pengelolaan danau dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan dan peraturan

perundang-undangan.
(4) Pengelolaan danau dilaksanakan secara kolaboratif oleh perangkat daerah lintas

sektoral didukung perangkat pusat sesuai dengan kewenangannya atau
sebaliknya dengan mengikutsertakan peranserta masyarakat dan pemegang

perizinan berusaha di sekitarnya.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 18

(1) Pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS dilaksanakan untuk
meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan
wilayah administrasi.
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(2) Dalam rangka memberikan arahan yang efektif sebagai bagian dari
pengembangan kelembagaan dalam Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara
utuh dapat dibentuk Forum DAS.

(3) Pembentukan Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
melalui Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan para
pemangku kepentingan dan kemampuan keuangan daerah.

(4) Keanggotaan Forum DAS didasarkan atas keahlian dari masing-masing
anggotanya.

(5) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
perwakilan 4 (empat) kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu:

a. kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. kelompok Akademisi;

c. kelompok Dunia Usaha; dan

d. kelompok Masyarakat.

(6) Periode kepengurusan Forum DAS selama S (lima) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai jangka waktu Kesepakatan anggota Forum DAS.

(7) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada
Gubernur.

Pasal 19

Fungsi Forum DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan DAS;

b. memberikan sumbangan pemikiran dalam Pengelolaan DAS;

c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam
Pengelolaan DAS; dan

d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam Pengelolaan DAS.

BAB VII
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan
DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS.

(2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.

(3) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) meliputi:
a.data pokok DAS dan sub-DAS baik spasial maupun non-spasial; dan
b.sistem pendukung pengambilan keputusan dalam Pengelolaan DAS.

(2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan Sistem
Informasi Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.



13

BAB VIII
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 22

(1) Instansi atau badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan,
penyuluhan, penelitian dan pengembangan dapat melaksanakan pendidikan,
pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan Pengelolaan DAS.

(2) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dalam
rangka pengelolaan DAS ditujukan kepada perorangan, kelompok masyarakat,
dunia usaha, dan para pihak yang berkepentingan.

(3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan dalam
rangka pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi pengelolaan DAS,
kelembagaan, sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal, dan plasma nutfah/
keanekaragaman hayati khas Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN AKADEMISI

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:
a. perorangan;

b. organisasi kemasyarakatan lainnya; atau
c. forum DAS.

Pasal 24

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa:

a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang
dihasilkan DAS;

b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran, dan pertimbangan dalam
pengelolaan DAS; dan

c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Pengelolaan
DAS.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 25

Dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha
atau kegiatan.

Pasal 26

Peran serta dunia usaha dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, yaitu:
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a. melaksanakan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan aspek kelestarian
DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap Pengelolaan DAS;

c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan
usaha;

d. mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan Pengelolaan
DAS; dan

e. berperan aktif dalam Forum DAS.

Bagian Ketiga
Peran Serta Akademisi

Pasal 27

(1) Akademisi berperan serta dalam Pengelolaan DAS sesuai dengan kompetensi
keilmuannya.

(2) Peran serta akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:

a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan
pemikirannya yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS;

b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan
dalam Pengelolaan DAS;

penyusunan rencana Pengelolaan DAS,
monitoring dan evaluasi DAS;

penyusunan sistem informasi Pengelolaan DAS,
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
berperan aktif dalam Forum DAS.

R oA

BAB X
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 29

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik
Desa, koperasi, dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 30

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:

a.pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
b.pendampingan;

c.pemberian bantuan modal,
d.sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
e.penyediaan sarana dan prasarana.
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BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS, setiap orang berhak untuk:

MO0 T

0

menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;

. memperoleh manfaat dari kegiatan Pengelolaan DAS;

mengetahui rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan Pengelolaan DAS;

. memperoleh informasi mengenai Pengelolaan DAS;

melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengelolaan DAS;

mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang
atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam Pengelolaan DAS; dan

. memperoleh penghargaan bagi yang secara aktif berperan dalam kegiatan

Pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 32

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berkewajiban untuk:

a.

b.

™

melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan
DAS;

memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk
menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;

. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu

keseimbangan ekosistem DAS;

. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya

dukung DAS;

. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;

menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan

. berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

Pasal 33

Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dan/atau mengupayakan tutupan
vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran yang
proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari untuk menjaga
kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan DAS bersumber dari:

a.

b.

anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB XIII
INSENTIF

Pasal 35

(1) Insentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/kota; dan

b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat, swasta, perorangan, dan/atau
lembaga swadaya masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;
b. penghargaan; atau
c. penyediaan infrastruktur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana

(1)

(2)
(3)

1)

(2)

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan
menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan
bagian hilir DAS.

Monitoring bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS
dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibantu oleh lembaga koordinatif
dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Evaluasi bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS
Provinsi mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.

Bagian Kedua
Monitoring

Pasal 37

Dalam rangka pengelolaan DAS dilakukan monitoring oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan DAS
sesuai kewenangannya.

Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mendapatkan data indikator kinerja DAS.

Data indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya,
nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 38

Kriteria lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi
persentase lahan kritis dan lahan rusak, persentase penutupan vegetasi,
tingkat erosi dan nilai pengelolaan lahan.

Kriteria tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi
koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, dan
indeks penggunaan air.
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(3) Kriteria sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (3) meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk dan
keberadaan dan penegakan peraturan.

(4) Kriteria nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(3) meliputi klasifikasi kota dan nilai investasi bangunan air.

(5) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (3) meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 39

(1) Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit
1 (satu) tahun sekali.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk
melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen monitoring diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 41

(1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS bertujuan untuk memperoleh gambaran
perubahan kondisi DAS.

(2) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan.

(3) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur dan berpedoman
pada perundang-undangan.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISITHAN

Pasal 43

(1) Apabila terjadi perselisihan sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya DAS
penyelesaiannya sebagai berikut :

a. menerapkan prinsip dan kerangka pengelolaan DAS; atau
b.lembaga penyelesaian sengketa.

(2) Kelembagaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yang dibangun harus berbasis pengetahuan kelembagaan dan bersifat
lintas wilayah/sektor sehingga dapat melakukan pengkajian terhadap akar
permasalahan  penyebab  sengketa, tujuan pengelolaan/pemanfaatan
sumberdaya, karakteristik sumberdaya terhadap pembangunan daerah dan
nasional serta dampak pengelolaan terhadap kepentingan publik, dan mencari
kesepakatan penyelesaian sengketa berdasarkan pada hasil kajian.

(3) Penyelesaian sengketa sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah

mufakat, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui peradilan
(Yustisi).
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BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 dikenakan sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan
atau pembatalan izin usaha/kegiatan.

(3) Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan
peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrastif oleh Gubernur.

(4) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 45

(1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai
kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan
kegiatan:

koordinasi;

. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

pemberian bantuan teknis;

fasilitasi;

sosialisasi dan diseminasi; dan/atau

SR M0 a0 TP

. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 47

(1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi
pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh
Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
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BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dokumen rencana Pengelolaan DAS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, tetap berlaku yang selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini paling lama 5 (lima) Tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peratauran Daerah ini harus sudah ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juni 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
) Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

? SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (1-122/2024)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam berupa
DAS merupakan satu kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir
beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan adalah karunia
Tuhan Yang Maha Esa, perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-
baiknya.

Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai
keunggulan, keunikan, kekhasan budaya yang berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan daya
dukung DAS. Nilai-nilai ini menjadi modal kuat bagi upaya pengelolaan DAS,
termasuk kearifan lokal untuk mengkonservasi DAS demi keberlanjutan
pembangunan. Namun hambatan yang perlu diantisipasi adalah arus budaya
modern semakin tak terbendung masuk sehingga kearifan budaya yang ada
dituntut untuk tetap eksis dan mampu berinteraksi dengan perkembangan
zaman.

DAS sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis dalam rangka
pembangunan nasional/regional, wajib dikelola secara optimal, dijaga
kelestariannya dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
DAS merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang
terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki
fungsi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, DAS
sebagai ekosistem, di mana unsur organisme dan lingkungan biofisik
berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan. Dengan
demikian DAS sebagai ekosistem alami berlaku proses-proses biofisik hidrologis
di dalamnya di mana proses-proses tersebut merupakan bagian dari suatu daur
hidrologi atau siklus air.

Fungsi DAS adalah: (a) sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas
yang baik terutama bagi orang di daerah hilir, (b) sebagai pengatur tata air
(hidrologis) di mana sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima,
geologi yang mendasari dan bentuk lahan di mana fungsi hidrologis yang
dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, penyangga kejadian
puncak hujan, melepas air secara bertahap, memelihara kualitas air dan
mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Sedangkan manfaat
DAS adalah sebagai tempat berbagai aktivitas manusia antara lain pertanian,
perkebunan, pemukiman, pertambangan, industri, kehutanan, pariwisata,
penyangga kawasan bawahan dan lain-lain.

Pada saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian DAS
belum sebagaimana diharapkan karena beberapa faktor, antara lain: a). adanya
kerusakan DAS di mana berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat di
daerah tengah hingga hulu DAS; b). tingkat kesadaran dan kemampuan
ekonomi masyarakat yang rendah karena mendahulukan kebutuhan primer,
yaitu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan sekunder; c). masyarakat
belum sepenuhnya memberikan kepedulian terhadap lingkungan sehingga
sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, misalnya praktik-praktik pertanian
dan pembakaran hutan dan lahan yang akan meningkatkan kekritisan DAS;
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dan d). penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan
menyebabkan terjadinya lahan kritis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan
adanya pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan pemangku
kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur
masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-
prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan
penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan
berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut
diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam suatu DAS.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Peta DAS Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat berdasarkan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Peta Daerah Aliran
Sungai. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 151 DAS yang ditandai
dengan ID unik sebagai kode DAS. Dari 151 DAS tersebut 3 (tiga)
diantaranya merupakan DAS lintas Provinsi, yaitu DAS Jelai, DAS

Lamandau dan DAS Barito.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Inventarisasi  karakteristik DAS dilaksanakan untuk
mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik,
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Huruf b
Identifikasi permasalahan dan stakeholders dilakukan untuk
mengetahui  permasalahan dalam  pengelolaan  DAS,
keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta,
akademisi, maupun masyarakat dengan aktivitas pengelolaan
DAS.



Huruf c
Perumusan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan DAS
dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah

dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan
antarsektor dan wilayah administrasi.
Huruf d

Penyusunan kebijakan dan program dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan
DAS meliputi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS disusun
berdasarkan hasil analisis para pihak dan penyusunan
strategi pengelolaan DAS. Monitoring dan evaluasi
Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain sistem
analisis, kriteria dan indikator kinerja, metode pengukuran,
pelaksana, dan capaian hasil.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Penentuan jumlah dan sumber pendanaan kegiatan
Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan jenis kegiatan
Pengelolaan DAS dan analisis para pihak dengan tujuan
untuk menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan
mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan DAS yang dipulihkan daya dukungnya
adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan
kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan
pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana
mestinya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan DAS yang dipertahankan daya
dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas,
kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi
bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi
sebagaimana mestinya.
Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan khusus adalah areal yang perlu mendapat
penanganan khusus pada DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan
DAS bagian hilir terkait dengan adanya kegiatan yang berdampak
pada keterbukaan lahan dari para pemegang persetujuan perizinan
berusaha, dan lain-lain, pemanfaatan sempadan sungai, mata air
dan danau, pengambilan, penggunaan dan pemanfaatan air dalam
jumlah banyak, pemanfaatan kawasan gambut dan pemanfataan
kawasan bantuan gamping (karst).



Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Wilayah DAS di Provinsi Kalimantan Tengah banyak diberikan
perizinan berusaha yang berkaitan dengan pembukaan lahan
seperti perizinan berusaha di bidang pertambangan,
perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam
jumlah banyak antara lain daerah industri, rumah sakit, dan
perhotelan.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur
yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat
setempat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang
serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 14
Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria teknis adalah untuk menentukan
bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan
lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi
ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan persyaratan kelestarian DAS adalah
persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan
lindung dan kawasan budidaya dalam DAS sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya
dukung dan daya tampung DAS.

Huruf c
Yang dimaksud dengan morfologi DAS adalah bagian hulu DAS,
bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.

Bagian hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah
aliran sungai yang memiliki ciri topografi berbukit dan/atau
bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan
sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau
melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagian
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terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.

Bagian tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS
yang mempunyai ciri topografi bergelombang kasar dan merupakan
daerah pengangkutan sedimen.

Bagian hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah
aliran sungai yang memiliki ciri topografi landai sampai datar,
merupakan daerah pengendapan sedimen.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah kebijakan pemerintah untuk
memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan

Konservasi

Tanah dan Air yang antara

lain dapat berupa

kemudahan pelayanan dan dukungan sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud monitoring (pemantauan) pengelolaan DAS adalah
proses pengamatan pencatatan data dan fakta yang dapat
digunakan untuk menyusun kriteria dan indikator kinerja
pengelolaan DAS yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik
dan terus menerus terhadap masalah, jalannya kegiatan,
penggunaan input, hasil kegiatan (output), dampak kegiatan (impact
and outcome), dan faktor luar atau kendala. Pelaksanaan
pemantauan dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi (monev)
internal maupun oleh para pihak stakeholders terhadap seluruh
rangkaian kegiatan pengelolaan, yang meliputi aspek biofisik, sosial,
ekonomi dan kelembagaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud evaluasi kinerja pengelolaan DAS adalah penilaian
terhadap kinerja program kegiatan melalui proses analisis data dan
fakta dari hasil pemantauan yang pelaksanaannya dilakukan
menurut kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program,
pelaksanaan program (post evaluation), dan pengembangan program
pengelolaan DAS. Evaluasi meliputi proses pengumpulan data dan
informasi secara sistematis (dengan metode tertentu), serta
analisisnya  untuk menilai kinerja  pengelolaan, dengan
membandingkan sasaran kinerja antara rencana dengan
realisasinya, dengan atau tanpa proyek, yang dapat dilaksanakan
oleh unit monev internal, walau sebaiknya perlu dilakukan oleh
pihak ketiga secara objektif dan tidak bias, yang meliputi aspek
biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pengumpulan data
dirancang mengikuti format baku yang telah ditetapkan menurut
jenis datanya. Pencatatan mencakup pengamatan data rutin (input,
proses, output, impact dan outcomes), dan kejadian luar biasa
(ekstrem) untuk setiap aspeknya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
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